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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2019

KEMHAN. Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

a

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, jujur, bersih, berintegritas, memiliki
wawasan kebangsaan, bela negara, dan berideologi
Pancasila, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
kompeten sehingga pengadaannya dilaksanakan melalui
sistem yang baik dan terhindar dari praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme;

bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan organisasi di Kementerian
Pertahanan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Calon PNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos
seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta telah
mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor
Induk Pegawai.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut
Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang

pertahanan.
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Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah Menteri Pertahanan.

Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut
PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja
atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara
Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan,
dan pemberhentiannya merupakan kewenangan PPK.
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan
TNI Angkatan Udara.

Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah
tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan
anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO
Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat,
UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
Pengadaan PNS adalah proses kegiatan pengisian
kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,
pengumuman hasil seleksi, pengangkatan Calon PNS dan
masa percobaan Calon PNS, serta pengangkatan menjadi
PNS.

Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang
mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan.

Peserta adalah Pelamar yang telah mendaftarkan diri dan
mendapatkan nomor registrasi untuk mengikuti seleksi
Pengadaan PNS.

Seleksi Administrasi adalah kegiatan verifikasi terhadap
berkas dan dokumen persyaratan Pelamar untuk
mencocokan antara persyaratan administrasi dengan
dokumen pelamaran yang disampaikan oleh Pelamar
serta untuk menelusuri rekam jejak jabatan, moralitas,
dan integritas.

Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat
SKD adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta
untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang
dimiliki oleh Pelamar dengan standar kompetensi dasar

PNS melalui materi tes intelegensi umum, tes
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan
melalui alat bantu komputer (Computer Assisted Test).
Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat
SKB adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta
untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan
Peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan
atau pekerjaan.

Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan dari
seorang Peserta ujian Pengadaan PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panitia Seleksi Pengadaan PNS Nasional yang selanjutnya
disebut Panselnas adalah panitia seleksi yang
menyelenggarakan Pengadaan PNS secara nasional.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kemhan yang selanjutnya
disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah panitia yang
bertugas untuk melakukan seleksi Pengadaan PNS
Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan
yang telah ditetapkan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan bertujuan
untuk mengisi kekosongan formasi atau kebutuhan PNS
Kemhan di lingkungan UO.
Kebutuhan PNS Kemhan di lingkungan UO sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. rencana strategis UO;
b. perubahan UO;
c. jumlah PNS Kemhan yang memasuki batas usia

pensiun, meninggal dunia, dan pindah instansi; dan

d. ketersediaan (existing) PNS Kemhan.
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Pasal 3

Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.
b.

C.

perencanaan,
pelaksanaan; dan

pengangkatan.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

penetapan kebutuhan PNS Kemhan;
pembentukan kepanitiaan;
penjadwalan seleksi; dan

sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan PNS Kemhan

Pasal 5

Penetapan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui
rencana kebutuhan PNS Kemhan.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan PNS Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro
Kepegawaian  Sekretariat Jenderal Kemhan yang
ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

Rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
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(4)

(1)

(2)

(3)

a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kemhan selaku UO Kemhan melalui Kepala Bagian
Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;

b. Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas
Besar TNI;

c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk
UO TNI Angkatan Darat;

d. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Laut
untuk UO TNI Angkatan Laut; dan

e. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Udara
untuk UO TNI Angkatan Udara.

Rencana kebutuhan PNS Kemhan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

Mentersi.

Pasal 6
Menteri mengusulkan rencana kebutuhan PNS Kemhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan
reformasi birokrasi.
Pengusulan rencana kebutuhan PNS Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pengisian aplikasi e-formasi.
Pengisian aplikasi e-formasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikoordinir Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kemhan melalui Kepala Bagian Induk PNS Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dibantu oleh:
a. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan
Pegawai untuk UO Kemhan;
b. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel
PNS Staf Personel TNI untuk UO Markas Besar TNI;
c. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf
Personel Angkatan Darat untuk UO TNI Angkatan
Darat;
d. Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi

Personel Angkatan Laut untuk UO TNI Angkatan
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(2)

(3)

(4)
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Laut; dan
e. Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas
Administrasi Personel Angkatan Udara untuk UO
TNI Angkatan Udara.
Hasil pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dan disampaikan Menteri kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi
birokrasi.
Penetapan formasi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diterima oleh Menteri melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi

birokrasi pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 7
Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b dilakukan setelah mendapatkan
penetapan formasi PNS Kemhan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi
birokrasi.
Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Panitia Seleksi Kementerian.
Panitia Seleksi Kementerian sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. Panitia Pusat dan
b. Panitia UO.
Panitia UO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. Panitia UO Kemhan;
b. Panitia UO Markas Besar TNI,
c. Panitia UO TNI Angkatan Darat;
d. Panitia UO TNI Angkatan Laut; dan
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(1)

(2)

(3)

€.

Panitia UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 8

Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf a terdiri atas:

a.
b.

C.

Penanggung Jawab dijabat oleh Menteri;

Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kemhan;

Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Induk Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;

Tim Pemantauan Ujian;

Anggota Perwakilan dari UO Kemhan dijabat oleh
Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;

Anggota Perwakilan dari UO Markas Besar TNI
dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan
Personel PNS Staf Personel TNI;

Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Darat
dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan
PNS Staf Personel Angkatan Darat;

Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Laut
dijabat oleh Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas
Administrasi Personel Angkatan Laut; dan

Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Udara
dijabat oleh Kepala Sub Dinas Administrasi PNS

Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara.

Tim Pemantau Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e merupakan unsur:

a.
b.
C.
d.

kepegawaian;
pengawasan;
perencanaan; dan

keuangan.

Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan tanggung jawab pada:

a.

b.

Seleksi Administrasi;

SKD;
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c. SKB;

d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a

meliputi:

a.

mengoordinasikan kepada Panselnas tentang
persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta
waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Administrasi
Pengadaan Calon PNS;

mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia
UO tentang pelaksanaan Seleksi Administrasi;
mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan Seleksi
Administrasi melalui media yang telah ditentukan;
memberikan hak akses portal seleksi Calon PNS kepada
Panitia UO untuk pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar;
melakukan pengendalian dan asistensi kepada Panitia
UO dalam pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar;
mengoordinasikan hal dan kendala terkait Seleksi
Administrasi diantara Panitia UO dan Panselnas;
mengkompulir laporan hasil verifikasi berkas/Seleksi
Administrasi dari tiap Panitia UO;

melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada Panselnas;
mengumumkan hasil kelulusan Seleksi Administrasi
secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan
melaporkan pengumuman hasil kelulusan Seleksi
Administrasi kepada Panselnas melalui aplikasi yang

telah ditentukan.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

a.

mengoordinasikan kepada Panselnas tentang
pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat

pelaksanaan SKD;
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mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia
UO tentang pelaksanaan SKD;

mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKD
melalui media yang telah ditentukan;

melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan;
mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan
SKD antara Panitia UO dan Panselnas;

menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian
administrasi hasil SKD;

menerima hasil SKD dengan Panselnas di tiap lokasi
pelaksanaan SKD;

mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil
pelaksanaan SKD tiap UO;

menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKD secara
nasional dari Panselnas dan menyerahkan salinan/
tembusan hasil dari Panselnas kepada Panitia UO;
mencocokkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf
h dan huruf i;

mengumumkan hasil kelulusan SKD secara luas melalui
media yang telah ditentukan; dan

melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKD kepada

Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a.

mengoordinasikan kepada Panselnas tentang
pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat
pelaksanaan SKB;

menyusun soal SKB jabatan sesuai dengan rumpun
formasi jabatan yang dibuka,;

mengirimkan soal SKB sebagaimana dimaksud dalam
huruf b kepada Panselnas;

mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia

UO tentang pelaksanaan SKB;
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e. menyusun pedoman dan standar penilaian SKB instansi
bersama Panitia UO atau perwakilan UO yang ada dalam
Panitia Pusat;

f.  mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKB
melalui media yang telah ditentukan;

g. melakukan pemantauan pelaksanaan SKB instansi di
tiap-tiap UO;

h. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan;

i.  mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan
SKB antara Panitia UO dan Panselnas;

j- menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian
administrasi hasil SKB jabatan;

k. menerima hasil SKB jabatan dari Panselnas di tiap lokasi
pelaksanaan SKB jabatan dan menyerahkan
salinan/tembusan hasil pelaksanaan SKB jabatan
kepada Panitia UO;

l.  menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKB jabatan
secara nasional dari Panselnas;

m. mencocokkan data hasil pengolahan pelaksanaan SKB
jabatan;

n. menerima hasil SKB instansi dari Panitia UO di tiap-tiap
lokasi seleksi;

o. melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKB instansi
tiap-tiap UO;

p. melakukan input hasil SKB instansi kepada Panselnas
melalui aplikasi yang telah ditentukan;

q- mengumumkan hasil kelulusan SKB secara luas melalui
media yang telah ditentukan; dan

r. melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKB kepada

Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Pasal 12
Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf d meliputi:
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(1)

-12-

melakukan koordinasi dengan Panselnas tentang
integrasi data hasil SKD dan SKB secara keseluruhan;
menerima rekapitulasi nilai hasil integrasi data SKD dan
SKB dari Panselnas;

mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media
yang telah ditentukan; dan

menerbitkan Keputusan Menteri tentang kelulusan

seleksi Pengadaan PNS tahun berjalan.

Pasal 13

Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kemhan;

b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan
dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kemhan;

c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Subbagian Pengadaan
Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;

d. Bendahara dijabat oleh Kepala Subbagian Tata
Usaha Biro Bagian Pengadaan dan Pengembangan
Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kemhan;

e. Koordinator Seleksi Administrasi dijabat oleh Kepala
Subbagian Pengembangan Bagian Pengadaan dan
Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kemhan;

f.  Subkoordinator Seleksi Psikologi dijabat oleh Kepala
Subbagian Sistem Karier Bagian Karier Pegawai atau
Asesor Muda Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kemhan;

g. Subkoordinator Seleksi Jasmani dijabat oleh Kepala
Subbagian Jasmani Bagian Perawatan Pegawai Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan,;

h. Subkoordinator Seleksi kesehatan dijabat oleh

Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Bagian
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Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kemhan;

i.  Subkoordinator Seleksi Mental Ideologi dijabat oleh
Kepala Subbagian Pengamanan Personel dan
Materiil Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat

Jenderal Kemhan;

j- Subkoordinator Seleksi Kesehatan Jiwa dijabat oleh

Dokter Ahli Kesehatan Jiwa RS. dr. Suyoto Pusat
Rehabilitasi Kemhan; dan
k. Anggota lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia UO.
Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal

Kemhan.

Pasal 14

Panitia UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

mempunyai tugas dan tanggung jawab pada:

a.
b.

Seleksi Administrasi;
SKD;
SKB; dan

proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a.

berkoordinasi kepada Panitia Pusat tentang persyaratan,
pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat
pelaksanaan Seleksi Administrasi;

memuat link pengumuman Seleksi Administrasi Panitia
Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media
lain yang telah ditentukan;

melakukan verifikasi berkas Pelamar secara online pada
portal seleksi Calon PNS nasional dengan menggunakan
hak akses yang telah diterima dari Panitia Pusat;
melaporkan dan mengoordinasikan kendala dan hal lain

terkait Seleksi Administrasi kepada Panitia Pusat;
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melakukan rekapitulasi hasil verifikasi berkas/Seleksi
Administrasi dan melaporkan secara tertulis kepada
Panitia Pusat; dan

memuat link pengumuman hasil Seleksi Administrasi
Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada

media lain yang telah ditentukan.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

a.

mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang
pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat
pelaksanaan SKD;

memuat link pengumuman SKD Panitia Pusat pada
website UO dan mengumumkan pada media lain yang
telah ditentukan;

menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKD sesuai
dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
menyiapkan kelengkapan sarana pendukung SKD
berupa:

kesiapan tempat;

absensi;

alat tulis kantor;

petugas; dan

S

perangkat lain yang dibutuhkan.

melaporkan kesiapan pelaksanaan SKD kepada Panitia
Pusat;

mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan
SKD kepada Panitia Pusat;

bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur
seluruh pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing-
masing;

menerima salinan/tembusan hasil SKD dari panitia
pusat; dan

mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil

pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing-masing.
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Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf ¢ meliputi:

a.

mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang
pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat
pelaksanaan SKB;

memuat link pengumuman SKB Panitia Pusat pada
website UO dan mengumumkan pada media lain yang
telah ditentukan;

menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKB sesuai
dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
menyiapkan kelengkapan sarana pendukung kegiatan
SKB berupa:

kesiapan tempat;

absensi;

alat tulis kantor;

petugas; dan

S

perangkat lain yang dibutuhkan.

melaporkan kesiapan pelaksanaan SKB kepada Panitia
Pusat;

mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan
SKB kepada Panitia Pusat;

bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur
pelaksanaan SKB pada tiap lokasi di UO masing-masing;
menerima salinan/tembusan hasil SKB jabatan dari
Panitia Pusat;

mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil
pelaksanaan SKB di UO masing-masing; dan
menyerahkan rekapitulasi hasil SKB instansi kepada

Panitia Pusat.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d

meliputi:

a.

melakukan koordinasi dan mendukung pelaksanaan

proses pengolahan hasil Panitia Pusat;
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mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media
yang telah ditentukan; dan

menerima Keputusan Menteri dan menindaklanjuti
sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di tiap

UO.

Bagian Keempat

Penjadwalan Seleksi

Pasal 19

Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf c¢ berupa jadwal pelaksanaan Seleksi
Administrasi, SKD, dan SKB Jabatan yang ditetapkan
oleh Panselnas.

Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Kementerian dan
diusulkan kepada Panselnas untuk mendapatkan
persetujuan.

Dalam hal penjadwalan SKB instansi, ditetapkan oleh
Panitia Seleksi Kementerian yang dikoordinasikan dengan

Panselnas.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 20
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d meliputi:
a. sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
b. prasarana berupa peraturan, pedoman, dan
petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan PNS
Kemhan.
Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) disiapkan
oleh Badan Kepegawaian Negara, Panitia Pusat, dan
Panitia UO.
Dalam hal Peserta penyandang disabilitas, disiapkan

sarana dan prasarana khusus.
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BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

pengumuman lowongan PNS;
pelamaran; dan

pelaksanaan seleksi.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan PNS

Pasal 22
Pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a dibuka oleh Panselnas.
Berdasarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi Kementerian
mengumumkan lowongan Jabatan PNS Kemhan secara
terbuka kepada masyarakat.
Pengumuman  lowongan Jabatan PNS  Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling
singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
Pengumuman  lowongan Jabatan PNS  Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:

a. nama Jabatan;

b. kualifikasi pendidikan;

c. alokasi formasi;

d. unit kerja penempatan;

e. keterangan alokasi formasi;

f. alamat dan tempat lamaran ditujukan;

g. jadwal tahapan seleksi; dan
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h. persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh
setiap Pelamar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menggunakan media meliputi:

a. website resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan
Angkatan;

b. media elektronik;

c. media cetak;

d. papan pengumuman; dan/atau

e. media lain yang memungkinkan.

Bagian Ketiga

Pelamaran

Pasal 23

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b

terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

pendaftaran bagi Pelamar; dan

penyampaian dokumen.

Pasal 24

Pendaftaran bagi Pelamar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a dilakukan secara online melalui website

yang ditentukan oleh Panselnas.

Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memasukkan data Pelamar paling sedikit meliputi:

a. mnomor Iidentitas kependudukan atau surat
keterangan dari dinas kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. kartu keluarga;

c. nama lengkap;

d. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;

e. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki
yang disyaratkan oleh Jabatan,;

f.  Jabatan yang dilamar;

g. instansi yang dilamar;
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h. alamat lengkap Pelamar;

i. alamat email; dan

j-  nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi.
Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
memperoleh nomor registrasi selanjutnya digunakan

untuk penyampaian dokumen.

Pasal 25

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf b dilakukan Pelamar setelah memperoleh

nomor registrasi.

Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan:

a. mengunggah dalam bentuk pindai dokumen asli
melalui website yang ditentukan oleh Panselnas;
dan/atau

b. mengirimkan dokumen secara langsung atau melalui

jasa pengiriman.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 26

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf c terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

Seleksi Administrasi;
SKD; dan
SKB.

Pasal 27
Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a dilaksanakan secara online oleh tiap UO
untuk mencocokkan atau memverifikasi persyaratan
dengan data Pelamar yang telah diunggah melalui
website yang ditentukan.
Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) penentuan  kelulusannya ditetapkan dengan
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(1)
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Keputusan Panitia Seleksi Kementerian yang diumumkan
bersama dengan pemanggilan kepada Peserta untuk

mengikuti SKD.

Pasal 28
SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi
Administrasi.
SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa materi
seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi
dasar yang dimiliki oleh Peserta dengan standar
kompetensi dasar PNS.
Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun oleh Panselnas yang terdiri atas:
a. tes wawasan kebangsaan;
b. tes intelegensi umum; dan

c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 29
SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi
Kemhan dan media sosial.
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
b. kelengkapan mengikuti SKD meliputi:
1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS
Nasional; dan
2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan
telah melakukan perekaman kartu tanda
penduduk elektronik/surat kehilangan kartu
tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta
dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah

ditentukan oleh Panselnas.
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SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diselenggarakan oleh Panselnas.

Pasal 30
SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
kelulusannya didasarkan pada kehadiran Peserta dan
nilai (Passing Grade) sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lulus SKD dengan ketentuan peringkat tidak melebihi 3
(tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada Jabatan.
Kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hasilnya diumumkan melalui website resmi Panselnas
dan website resmi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kemhan.
Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan berhak
mengikuti tahapan SKB.

Pasal 31
SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus SKD.
SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang
yang dimiliki oleh Peserta dengan standar kompetensi
bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan materi:
a. SKB Jabatan; dan
b. SKB instansi.

Pasal 32
SKB Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (3) huruf a materi soal disusun oleh Panitia Seleksi

Kementerian bekerja sama dengan kementerian/lembaga
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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dan /atau perguruan tinggi.

Bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan formasi Jabatan dan kualifikasi
pendidikan yang ditetapkan.

SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted
Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang
telah ditentukan berdasarkan koordinasi antara Panitia
Pusat dan Panselnas.

SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggarakan oleh Panselnas.

Pasal 33
SKB instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(3) huruf b berupa muatan lokal meliputi tes:
a. kesegaran jasmani;
b. kesehatan;
c. psikotes;
d. mental ideologi; dan
e. kesehatan jiwa.
SKB instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 3 (tiga) muatan lokal harus dilaksanakan oleh
Peserta yang ditentukan oleh Panitia Pusat.
SKB instansi sebagaimana dimaksud ayat (2)
pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan antara

Panitia Pusat dengan Panitia UO.

Pasal 34
Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf a berupa tes lari dengan jarak
2.400 (dua ribu empat ratus) meter.
Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tabel tes
kesegaran jasmani yang penilaiannya terbagi dalam:
a. kategori pria; dan

b. kategori wanita.
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Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani
Kategori Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a tercantum pada Lampiran Angka 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani
Kategori Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum pada Lampiran Angka 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 35
Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi
kesehatan dan tingkat kesehatan Peserta.
Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pemeriksaan kesehatan berupa:

a. tinggi dan berat badan;

b. tekanan darah;

c. anamnesa dan pemeriksaan fisik;

d. mata;

e. THT;

f. gigi;

g. laboratorium dan tes kehamilan bagi wanita;
h. elektrokardiogram (EKG); dan

[

radiologi thorax photo.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hasil diagnosanya digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap
hasil tes kesehatan.

Penilaian hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) tingkatan status
kesehatan meliputi:

a. Status Kesehatan I;

b. Status Kesehatan II;

c. Status Kesehatan III; dan

d. Status Kesehatan IV.
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Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Pemeriksaan
Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36
Tes psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf c dilaksanakan untuk mengukur inteligensi
Peserta.
Tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berbasis komputer dengan menggunakan
alat ukur yang terdiri atas 3 (tiga) subtes meliputi:
a. keterampilan berfikir (thinking skills);
b. keterampilan mengenal diri sendiri (intrapersonal
skills); dan
c. keterampilan hubungan antar pribadi (interpersonal
skills).
Subtes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian
hasil tes psikotes.
Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Psikotes
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran Angka 4 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37
Tes mental ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf d dilaksanakan:
a. secara tertulis; dan
b.  melalui wawancara.
Tes mental ideologi secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a penilaian dilaksanakan
melalui pengisian data awal berupa daftar isian
pertanyaan yang meliputi:
a. data riwayat hidup;
b. riwayat tempat tinggal;

c. riwayat sekolah;
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d. riwayat permasalahan hukum; dan

e. data lain yang disesuaikan dengan perkembangan.
Tes mental ideologi melalui wawancara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b penilaian dilaksanakan
dengan wawancara tentang aspek:

a. ideologi negara;

b. toleransi beragama;

c. wawasan kebangsaan; dan

aspek lain disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal 38
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)
hasilnya berupa:
a. Memenuhi Syarat;
b. Tidak Memenuhi Syarat; dan
c. Pertimbangan.
Dalam hal tertentu penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diganti dengan penilaian angka.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penilaian hasil tes mental ideologi.
Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Mental
Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran Angka 5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39
Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mengetahui
kondisi awal kejiwaan dan profil klinis dari Peserta.
Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara tertulis.
Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penilaian hasil tes kesehatan jiwa.
Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Kesehatan

Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
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dalam Lampiran Angka 6 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40
SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi
Kemhan dan media sosial.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
dan
b. kelengkapan mengikuti SKB meliputi:
1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS
Nasional; dan
2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan
telah melakukan perekaman kartu tanda
penduduk elektronik/surat kehilangan kartu
tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta
dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah
ditentukan oleh Panitia Seleksi Kementerian yang
dikoordinasikan dengan Panselnas.
SKB instansi dilaksanakan menggunakan fasilitas yang
tersedia di tiap UO yang dilaksanakan pada waktu dan

tempat yang telah dikoordinasikan dengan Panselnas.

Pasal 41
SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
bobot penilaian ditentukan dengan bobot:
a. materi SKB Jabatan 50 persen; dan
b. materi SKB instansi 50 persen.
Pembobotan materi SKB instansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b secara teknis pelaksanaan

dikoordinasikan Panitia Pusat dengan Panitia UO.

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

7. 2019, No. 1257

Pasal 42

SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kelulusan
Peserta didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Kelulusan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan peringkat nilai/ranking tertinggi dari
nilai gabungan antara nilai SKD dan nilai SKB sesuai
dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi.
Dalam hal batas jumlah alokasi formasi pada suatu
Jabatan ada Peserta yang memiliki jumlah nilai sama,
penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih
tinggi pada nilai SKD.
Dalam hal nilai SKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan
didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai:
a. karakteristik pribadi;
b. tes intelegensi umum; dan
c. tes wawasan kebangsaan secara berurutan.
Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan
pada:
a. nilai indeks prestasi kumulatif bagi lulusan

diploma/sarjana/magister; dan
b. nilai rata-rata yang tertulis di ijazah untuk lulusan

sekolah menengah atas/sederajat.

Pasal 43
Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dinyatakan tidak lulus SKB jika yang bersangkutan:
a. tes kesehatan kategori Status Kesehatan III atau
Status Kesehatan IV;
b. tes mental ideologi kategori Tidak Memenuhi Syarat;

c. tes kesehatan jiwa kategori kurang; dan/atau
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d. tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKB
instansi.

Kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditentukan berdasarkan hasil dan pertimbangan teknis

oleh Panitia Seleksi Kementerian serta bersifat mutlak.

Pasal 44
Pengumuman dan penetapan Peserta yang dinyatakan
lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada setiap
jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh
Panselnas.
Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai
SKD dan SKB dari Panselnas.
Berdasarkan penetapan hasil seleksi oleh PPK
sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Seleksi
Kementerian mengumumkan hasil seleksi yang memuat:

a. nama pelamar;

b. tanggal lahir;
C nomor ujian;
d. Jabatan;

e. kualifikasi pendidikan;

f.  unit kerja; dan

g. elemen lain yang diperlukan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui laman resmi Kemhan dan media yang

ditentukan.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

meliputi:
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pemberkasan;
pengangkatan Calon PNS;
masa percobaan; dan

pengangkatan PNS.

Bagian Kedua

Pemberkasan

Pasal 46

Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a dilakukan terhadap Peserta yang dinyatakan

lulus seleksi Calon PNS.

Lulus seleksi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kemhan dalam

jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah tanggal pengumuman kelulusan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat informasi yang terdiri atas:

a. dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat
pengangkatan Calon PNS yang telah ditentukan;
dan

b. jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari,

tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

Pasal 47

Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus
dipenuhi oleh Pelamar pada saat pemberkasan, Pelamar
dapat melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
pemberkasan.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Peserta tidak melengkapi berkas yang dibutuhkan
untuk pemberkasan yang bersangkutan dianggap tidak
memenuhi syarat.

UO dapat menentukan penetapkan lokasi pemberkasan

Calon PNS.
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Pasal 48

Hasil pemberkasan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan
kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diusulkan
Penetapan Nomor Induk Pegawai.

Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor
Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK
tidak dapat menetapkan surat keputusan pengangkatan

yang bersangkutan sebagai Calon PNS.

Pasal 49
Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima
kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK
melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengan melampirkan surat pengunduran diri yang
bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia
dari kepala kelurahan/kepala desa setempat.
Peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menggantikan PPK dapat mengambil nama Pelamar
sesuai dengan urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi
dalam pengumuman kelulusan sesuai dengan lowongan
formasi Jabatan.
Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan PPK dan diumumkan
kepada masyarakat melalui laman resmi Kemhan.
Keputusan PPK terhadap pengganti Pelamar yang
mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara.
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Calon PNS

Pasal 50

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara,
PPK menetapkan pengangkatan Calon PNS.

Dalam hal Peserta yang tidak memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan
Kepegawaian Negara, PPK tidak dapat menetapkan surat
keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai

Calon PNS.

Pasal 51

Peserta yang telah diangkat sebagai Calon PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diserahkan
kepada setiap UO oleh PPK.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditugaskan/ditempatkan pada satuan kerja yang
ditentukan sesuai dengan kebutuhan Jabatan yang
ditetapkan.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan penugasan terhitung sejak tanggal mulai

berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 52

Calon PNS yang telah melaksanakan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan
hak atas gaji sebesar 80 persen (delapan puluh persen)
dari gaji pokok PNS.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
berdasarkan tanggal berlakunya surat pernyataan
melaksanakan tugas.

Tanggal berlakunya surat pernyataan melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan
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pengangkatan Calon PNS.

Usul pembayaran gaji Calon PNS yang bersangkutan
diajukan oleh pejabat pembuat daftar gaji paling lambat 2
(dua) bulan sejak dibuatnya surat pernyataan

melaksanakan tugas.

Pasal 53

Dalam hal Calon PNS telah mempunyai masa kerja

sebelum diangkat menjadi Calon PNS, masa kerja yang

bersangkutan dapat diperhitungkan untuk penetapan
gaji pokok.

Masa kerja Calon PNS yang dapat diperhitungkan untuk

penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masa selama menjadi pejabat negara, komisioner,
atau anggota lembaga nonstruktural;

b. masa selama menjalankan tugas pemerintahan
seperti local staff pada perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau
pegawai tidak tetap;

c. masa selama menjadi pegawai/karyawan pada
badan internasional,

d. masa selama menjadi pegawai/karyawan
perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah; dan

e. masa selama menjadi pegawai/karyawan
perusahaan yang berbadan hukum sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun.

Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a sampai dengan huruf d diperhitungkan secara

penuh.

Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e dihitung setengah untuk setiap tahunnya dan

paling banyak 8 (delapan) tahun.
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Pasal 54
Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja Calon PNS,
dilakukan penghitungan sebagai berikut:
a. lebih dari 15 (lima belas) hari dilakukan pembulatan

ke atas menjadi 1 (satu) bulan; atau

b. kurang dari 16 (enam belas) hari dilakukan

pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan.
Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai
gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masa Percobaan

Pasal 55

Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf c¢ wajib dijalani oleh Calon PNS yang telah
diangkat.

Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS.

Calon PNS yang pada masa percobaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri yang
bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak
boleh mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk 1 (satu)

tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Pasal 56
Masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan
pelatihan.
Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi untuk
membangun:
a. integritas moral;

b. kejujuran;
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c. semangat dan motivasi nasionalisme/ kebangsaan;

d. karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung
jawab; dan

e. memperkuat profesionalisme dan kompetensi
bidang.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi untuk

memadukan  antara  pelatihan  klasikal dengan

nonklasikal dan antara kompetensi sosial kultural

dengan kompetensi bidang.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hanya bisa diikuti 1 (satu) kali dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 57

Calon PNS pada masa percobaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (1) dapat diberhentikan tidak dengan

hormat dengan ketentuan:

a.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

melakukan perbuatan yang dipidana dengan pidana
penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan dan/atau pidana umum; dan

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau
dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana.
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Bagian Kelima

Pengangkatan PNS

Pasal 58
Calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama
1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
b. sehat jasmani dan rohani.
Pengangkatan menjadi PNS ke dalam Jabatan dan
pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) keputusannya ditetapkan secara kolektif.

Pasal 59
Keputusan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (4) merupakan tanggal
pengangkatan PNS.
Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu)
tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai
Calon PNS.
Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari
libur, pengangkatan PNS yang bersangkutan ditetapkan
pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Pasal 60
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 wajib dilaksanakan dengan mengucapkan
sumpah/janji.
Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.

www.peraturan.go.id



2019, No. 1257

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-36-

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 61
Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan pengawasan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kemhan.
Pengawasan  oleh  Inspektur Jenderal Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 62
Menteri melaporkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
dalam proses dan hasil pengadaan PNS Kemhan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Departemen Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 65
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIEAN

FERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONE SIA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG PENGADAAN PEGAWAIL NEGERI =IRIL
EEMENTERIAN PERTAHANANAN

1. TABEL WILAI TES KEFEGARAN JASMANI PRIA LARI 2400 METER

Waldu Perarangan Dalam Galangan Umur
[Menit, Detild Nilai Keterangan
30 - 29 o -39 40 - 49 a0 - 59
1 2 3 4 3 A
945 10,20 11.15 12,00 100 Bailc Selcali
9.50 10,25 11.20 12,05 99 Bailr Selrali
9.25 10,40 11.25 12,10 93 Bailr Selrali
10,00 10.45 11.20 1215 Q7 Bailr Selrali
10,05 10,50 11,35 12,20 il Bailc Selcali
10,10 10,55 11.40 12,25 95 Bailc Selcali
10,16 11.01 1146 12,21 24 Bailc Selcali
10,22 11.07 11.52 1237 93 Bailr Selrali
10,28 11.13 11.58 12,43 92 Bailr Selrali
10, 24 11.19 12,04 12,449 91 Bailc Selcali
10,40 11.25 12,10 12,55 S0 Bailc Selcali
10,47 11.22 12,17 132,02 89 Bailc Selcali
10,54 11.29 12,24 12,09 85 Bailr Selrali
11.01 11.46 12.21 1216 a7 Bailr Selrali
11.04 11.53 12,28 13,23 &5 Bailr Selrali
11.15 12,00 1245 12,20 85 Bailc Selcali
11.22 12,08 12,53 12,325 &4 Bailc Selcali
11.21 12,16 13.01 12,46 83 Bailr Selrali
11.39 12,24 13.09 132 .54 B2 Bailr Selrali
11.47 12,32 13.17 14.02 &1 Bailr Selrali
11.55 12,40 1325 14,10 &0 Bailc
12,00 12,45 13.30 14,15 o Bailc
12,05 12,50 13,35 14,20 Fa Bailr
1210 12.55 13.40 14,25 T Baile
12,15 13.00 1345 14, 30 i) Baik
12,20 13,03 12.50 14,35 Fo Bailc
12,26 13,11 13.56 14,41 74 Bailc
12,32 13,17 14,02 14,47 Fa Bailc
12,38 13.23 14.08 14.53 T2 Baile
12,44 13.29 14.14 14,59 71 Baile
12,50 13,235 14,20 15,05 ¥ Bailc
12,57 13,42 14,27 1512 59 Bailc
13 04 13,49 14,34 1519 B4 Bailc
1311 13.56 14.41 1526 &7 Baile
13.1& 14.03 1448 1533 G5 Baik
12,25 14,10 14,55 15,40 N Bailc
13,322 14,14 1502 1548 e Bailc
13,41 14,26 15.11 15,56 53 Bailr
13,459 14,24 1519 16,04 G2 Bailr
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1 2 3 4 S5 6

13.57 14.42 15.27 16.12 61 Baik
14.05 14.50 15.35 16.20 60 Sedang/Cukup
14.10 14.55 15.40 16.25 59 Sedang/Cukup
14.15 15.00 15.45 16.30 58 Sedang/Cukup
14.20 15.05 15.50 16.35 57 Sedang/Cukup
14.25 15.10 15.55 16.40 56 Sedang/Cukup
14.30 15.15 16.00 16.45 55 Sedang/Cukup
14.36 15.21 16.06 16.51 54 Sedang/Cukup
14.42 15.27 16.12 16.57 53 Sedang/Cukup
14.48 15.33 16.18 17.03 52 Sedang/Cukup
11.51 15.39 16.24 17.09 51 Sedang/Cukup
15.00 15.45 16.30 17.15 50 Sedang/Cukup
15.07 15.52 16.37 17.22 49 Sedang/Cukup
15.14 15.59 16.44 17.29 48 Sedang/Cukup
15.21 16.06 16.51 17.36 47 Sedang/Cukup
15.28 16.13 16.58 17.43 46 Sedang/Cukup
15.35 16.19 17.05 17.50 45 Sedang/Cukup
15.43 16.27 17.13 17.58 44 Sedang/Cukup
15.51 16.35 17.21 18.06 13 Sedang/Cukup
15.59 16.43 17.29 18.14 42 Sedang/Cukup
16.05 16.51 17.37 18.22 41 Sedang/Cukup
16.07 16.59 17.45 18.30 40 Kurang
16.10 17.04 17.50 18.35 39 Kurang
16.15 17.09 17.55 18.40 38 Kurang
16.20 17.14 18.00 18.45 37 Kurang
16.25 17.19 18.05 18.50 36 Kurang
16.30 17.24 18.10 18.55 35 Kurang
16.36 17.30 18.16 19.01 34 Kurang
16.42 17.36 18.22 19.07 33 Kurang
16.48 17.42 18.28 19.13 32 Kurang
17.54 17.18 18.34 19.19 31 Kurang
17.00 17.54 18.10 19.25 30 Kurang
17.07 18.01 18.47 19.32 29 Kurang
17.14 18.08 18.54 19.39 28 Kurang
17.21 18.15 19.01 19.46 27 Kurang
17.28 18.22 19.08 19.53 26 Kurang
17.35 18.29 19.15 20.00 25 Kurang
17.43 18.37 19.23 20.08 24 Kurang
18.51 18.45 19.31 20.16 23 Kurang
18.59 18.53 19.39 20.24 22 Kurang
18.07 19.01 19.47 20.32 21 Kurang
18.15 19.09 19.55 20.40 20 Kurang Sekali
18.20 19.14 20.00 20.45 19 Kurang Sekali
18.25 19.19 20.05 20.50 18 Kurang Sekali
18.30 19.24 20.10 20.55 17 Kurang Sekali
18.35 19.29 20.15 21.00 16 Kurang Sckali
18.40 19.34 20.20 21.05 15 Kurang Sekali
18.16 19.40 20.26 21.11 14 Kurang Sekali
19.52 19.46 20.32 21.17 13 Kurang Sekali
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1 2 3 4 S (5}
19.58 19.52 20.38 21.23 12 Kurang Sekali
19.04 19.58 20.44 21.29 11 Kurang Sekali
19.10 20.04 20.50 21.35 10 Kurang Sekali
19.17 20.11 20.57 21.42 9 Kurang Sekali
19.24 20.18 21.04 21.49 8 Kurang Sekali
19.31 20,25 21.11 21.56 7 Kurang Sekali
19.38 20.32 21.18 22.03 6 Kurang Sekali
19.45 20.39 21.25 22.10 S Kurang Sekali
20.53 20.47 21.33 22.18 4 Kurang Sekali
20.01 20.55 21.41 22.26 3 Kurang Sekali
20.09 21.03 21.49 22.34 2 Kurang Sekali
20.17 21.11 21.57 22.42 1 Kurang Sekali
TABEL NILAI TES KESEGARAN JASMANI WANITA LARI 2400 METER
Waktu Perorangan Dalam Golongan Umur
{Menit, Detik) Nilai Keterangan
20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59
1 2 3 4 5 5]
12.30 13.15 14.00 14.45 100 Baik Sekali
12.35 13.20 14.05 14.50 99 Baik Sekali
12.40 13.25 14.10 14.55 98 Baik Sekali
12.45 13.30 14.15 15.00 97 Baik Sekali
12.50 13.35 14.20 15.05 96 Baik Sekali
12.55 13.40 14.26 15.10 95 Baik Sekali
13.01 13.46 14.32 15.16 94 Baik Sekali
13.07 13.52 14.38 15.22 93 Baik Sekali
13.13 13.58 14.44 15.28 92 Baik Sekali
13.19 14.04 14.50 15.34 91 Baik Sekali
13.25 14.10 14.56 15.40 90 Baik Sekali
13.32 14.17 15.03 15.47 89 Baik Sekali
13.39 14.24 15.10 15.54 88 Baik Sekali
13.46 14.31 15.17 16.01 87 Baik Sekali
13.53 14.38 15.24 16.08 86 Baik Sekali
14.00 14.45 15.31 16.15 85 Baik Sekali
14.08 14.53 15.39 16.23 84 Baik Sekali
14.16 15.01 15.47 16.31 83 Baik Sekali
14.24 15.09 13.55 16.39 82 Baik Sekali
14.32 15.18 16.03 16.147 81 Baik Sekali
14.40 15.25 16.11 16.55 80 Baik
14.45 15.30 16.16 17.00 79 Baik
14.50 15.35 16.21 17.05 78 Baik
14.55 15.40 16.26 17.10 77 Baik
15.00 15.45 16.31 17.15 76 Baik
15.05 15.50 16.36 17.20 75 Baik
15.11 15.56 16.42 17.26 74 Baik
15.17 16.02 16.48 17.32 73 Baik
15.23 16.08 16.54 17.38 72 Baik
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1 2 3 4 5 6

15.29 16.14 17.00 17.44 71 Baik
15.35 16.20 17.07 17.50 70 Baik
15.42 16.27 17.14 17.57 69 Baik
15.49 16.34 17.21 18.04 68 Baik
15.56 16.41 17.28 18.11 67 Baik
16.03 16.48 17.35 18.18 66 Baik
16.10 16.55 17.42 18.25 65 Baik
16.18 17.03 17.50 18.33 64 Baik
16.26 17.11 17.58 18.41 63 Baik
16.34 17.19 18.06 18.19 62 Baik
16.42 17.27 18.11 18.57 61 Baik
16.50 17.35 18.22 19.05 60 Sedang/Cukup
16.55 17.40 18.27 19.10 59 Sedang/Cukup
17.00 17.45 18.32 19.15 58 Sedang/Cukup
17.05 17.50 18.37 19.20 57 Sedang/Cukup
17.10 17.35 18.42 19.25 56 Sedang/Cukup
17.15 18.00 18.47 19.30 55 Sedang/Cukup
17.21 18.06 18.53 19.36 54 Sedang/Cukup
17.27 18.12 18.59 19.42 53 Sedang/Cukup
17.33 18.18 19.05 19.48 52 Sedang/Cukup
17.39 18.24 19.11 19.54 51 Sedang/Cukup
17.45 18.30 19.17 20.00 50 Sedang/Cukup
17.52 18.37 19.24 20.07 19 Sedang/Cukup
17.59 18.44 19.31 20.14 48 Sedang/Cukup
18.06 18.51 19.38 20.21 47 Sedang/Cukup
18.13 18.58 19.45 20.28 16 Sedang/Cukup
18.20 19.07 19,52 20.35 45 Sedang/Cukup
18.28 19.15 20.00 20.43 44 Sedang/Cukup
18.36 19.23 20.08 20.51 43 Sedang/Cukup
18.44 19.31 20.16 20.59 42 Sedang/Cukup
18.52 19.39 20.24 21.07 11 Sedang/Cukup
19.00 19.47 20.32 21.15 40 Kurang
19.05 19.52 20.37 21.20 39 Kurang
19.10 19.57 20,142 21.25 38 Kurang
19.15 20.02 20.47 21.30 37 Kurang
19.20 20.07 20.52 21.35 36 Kurang
19.25 20.13 20.57 21.40 35 Kurang
19.31 20.19 21.03 21.46 34 Kurang
19.37 20.25 21.09 21.52 33 Kurang
19.43 20.31 21,15 21.58 32 Kurang
19.49 20.37 21.21 22.04 31 Kurang
19.55 20.43 21.27 22.10 30 Kurang
20.02 20.50 21.34 22.17 29 Kurang
20.09 20.57 21.41 22.24 28 Kurang
20.16 21.04 21,48 22.31 27 Kurang
20.23 21.11 21.55 22.38 26 Kurang
20.30 21.18 22.02 22.45 25 Kurang
20.38 21.26 22,10 22,53 24 Kurang
20.46 21.34 22,18 23.01 23 Kurang
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1 2 3 4 5 6
20.54 21.42 22.26 23.09 22 Kurang
21.02 21.50 22.34 23.17 21 Kurang
21.10 21.58 22,42 23.25 20 Kurang Sekali
21.15 22.03 22,47 23.30 19 Kurang Sekali
21.20 22.08 22.52 23.35 18 Kurang Sekali
21.25 22.13 22.57 23.40 17 Kurang Sekali
21.30 22.18 23.02 23.45 16 Kurang Sekali
21.35 22.23 23.07 23.50 15 Kurang Sekali
21.41 22.29 23.13 23.56 14 Kurang Sekali
21.47 22.35 23.19 24.02 13 Kurang Sekali
21.53 22.41 23.25 24.08 12 Kurang Sekali
21.59 22.47 23.31 24.14 11 Kurang Sekali
22.05 22.53 23.37 24.20 10 Kurang Sekali
22.12 22.59 23.44 24.27 9 Kurang Sekali
22.19 23.06 23.51 24.34 8 Kurang Sekali
22.26 23.13 23.58 24.41 7 Kurang Sekali
22.33 23.20 24.05 24.48 6 Kurang Sekali
22.40 23.27 24.13 24.55 5 Kurang Sekali
22.48 23.35 24.21 25.03 4 Kurang Sekali
22.56 23.43 24.29 25.11 3 Kurang Sekali
23.01 23.51 24,37 25.19 2 Kurang Sekali
23.12 23.59 24.45 25.27 1 Kurang Sekali
3. TABEL PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN
NILAT .
HE: KUALITATIF | KUANTITATIF RETERANGAT

: Bila setiap aspek pemeriksaan 3

: . S5E *termasukl kat};gonpsmkcs I e

96 1 kelainan dengan Stakes II MS

92 2 kelainan dengan Stakes 11 MS

2 Cukup (C) 88 3 kelainan dengan Stakes I1 MS

84 4 kelainan dengan Stakes 11 MS

80 5 kelainan dengan Stakes 11 MS

76 1 kelainan dengan Stakes II1 MS

72 2 kelainan dengan Stakes II1 MS

3 | Kurang (K1) 68 3 kelainan dengan Stakes 111 MS

64 4 kelainan dengan Stakes 11 MS

60 5 kelainan dengan Stakes II1 MS

Kurang Bila terdapat kelainan dengan
* | sekali (K2) 0 Stakes IV TMS 0 M3
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Keterangan:

A.

Stakes | bila seluruh hasil pemeriksaan UABDLG mempunyai
penilaian masing-masing satu dan dikatakan baik (Dalam Batas
Normal);

Stakes Il adalah keadaan di mana satu atau lebih hasil pemeriksaan
UABDLG mempunyvai penilaian dua sebagai nilai terendah dan dapat
dikatakan cukup;

Stakes Il adalah keadaan di mana satu atau lebih hasil pemeriksaan
UABDLG mempunyai penilaian tiga sebagai nilai terendah dan dapat
dikatakan kurang (K1);

Stakes IV adalah keadaan di mana satu atau lebih hasil
pemeriksaan UABDLG mempunyai penilaian empat sebagai nilai
terendah dan dapat dikatakan Kurang Sekali (K2).

4. TABEL PENILAIAN HASIL TES PSIKOTES

A.

B.

D.

Aspek vang diukur oleh setiap bagian LS adalah sebagai berikut:

Aspek

o LS-1 1%-2 LS-3
1 | Kapasitas Berpikir Kesadaran Diri Kepekaan Sosial
2 | Berpikir Analitis Pengaturan Diri Prososial
3 | Berpikir Konseptual | Motivasi Pemahaman Sosial
4 | Berpikir Sistematis Citra Diri Komunikasi Sosial
5 Kemampuan

Perencanaan

Rentang penilaian untuk setiap aspek menggunakan Kkategori dan
konversi sebagai berikut:

Kategori Konversi
Sangat Tinggi (ST) S
Tinggi (T) 4
Sedang (S) 3
Rendah (R) 2
Sangat Rendah (SR) 1

Skor gabungan untuk ketiga bagian Tes Psikologi dihitung
berdasarkan rumus sebagai berikut:

{(Total Konversi Skor LS-1/5)+( Total Konversi Skor LS-2/4)+( Total
Konversi Skor LS-3/4)}x(100/135) = Skor Total

Jika terdapat 3 atau lebih nilai dengan kategori R (rendah) atau SR
(sangat rendah) secara bersama-sama pada minimal 1 (satu) bagian
LS, maka peserta dinyatakan gugur.
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Catatan:

Seleksi Psikologi dilakukan untuk mengukur inteligensi peserta dengan
melakukan tes psikologi berbasis komputer. Alat ukur vang digunakan
adalah Life Skills (LS) vang terdiri atas 3 (tiga) subtes vaitu LS-1 (Thinking
Skills), LS-2 (Intrapersonal Skills), dan LS-3 (Interpersonal Skills).

5. TABEL PENILAIAN HASIL TES MENTAL IDEOLOGI (MI)

Seleksi Mental Ideologi, yaitu bentuk tertulis dan wawancara, dengan
ketentuan sebagai berikut :

A. Penilaian aspek ini dilaksanakan melalui pengisian data awal CPNS
dalam bentuk Daftar Isian Pertanvaan vang meliputi data riwavat
hidup,riwavat  tempat  tinggal, riwayat sekolah, riwayat
permasalahan hukum dan data-data lain yang disesuaikan degan
perkembangan kondisi saat ini.

B. Penilaian dilaksanakan melalui penilaian  personel melalui
wawancara tentang berbagai aspek, terutama terhadap
pemahaman CPNS terkait Ideologi Negara, Toleransi Beragama
ataupun wawasan kebangsaan dengan harapan Kementerian
Pertahanan mendapatkan CPNS vang memiliki mental yang kuat
serta cinta pada Tanah air dan Bangsa.

C. Pada umumnya terdapat tiga penilaian vang digunakan vaitu :
Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat ( TMS),
danPertimbangan ( P)

D. Dalam mempermudah penilaian dan menghitung Presentase maka
Untuk Pelaksanaan SKB di Kementerian Pertahanan ini maka
Nilai ; Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat ( TMS), dan
Pertimbangan ( P) diganti dengan nilai Angka.

K. Adapun jumlah persoalan yang harus diselesaikan oleh CPNS
berjumlah 20 Persoalan dan masing-masing persoalan diberikan
nilai:

1. Nilai Angka 5 Paling Benar

2. Nilai Angka 4 Jawaban Benar
3. Nilai Angka 3 Mendekati benar
4. Nilai Angka 2 Salah

5. Nilai Angka 1 Tidak Menjawab
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. TABEL PENILAIAN HASIL KEZEHATAN JIWA/ MMFI

MATEERI ANALISA NILAI TTAL KEET
1 2 3 4 5
VALIDITAS a5
Kelenghapan Lenglap 10 10
Tidal lenglrap =)
Konsisten Konsisten 10 10
Tidalk konsisten S
Pelaporan Apa adanva 15 15
Tidale terbulca =)
EAPATITAS MENTAL a5
Potensi kkinerja Kurang 8]
Cukoup 3
Bailc 7 7
Kemampuan adaptasi Kurang o]
Cukrup 3
Baik ¥ 7
Kendala paikologis Ada besar 0
Ada zedanyg 3
Ada lecil 7 7
Perilalou beresiloo Ada besar o]
Ada sedanyg 3
Ada lrecil 7 7
Taat norma Rendah o]
Sedanyg 3
Tinggi 7 7
Profil Klinis 30
Psiltosomatik a0 -6 &
Kecurigaan berlebihan a0 -6 &
Emaosi negatif a0 -6 &
Luapan perasaan berlebihan | 30 -6 &
Perilalou bizzare an -6 &
JUMLAH SEOR 100 100
Penilaian:
A Zkor 81-100: Baik
E. Skor 61 -380: Cukup
2, Skor 51 -60 . Borderline/Pertimbangan
D, Zkor 0-50: Kurang

MENTERI PERTAHANAN
REFUBLIKE INDONESIA,

ttd

ETAMIZARD ETYACUDU
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